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BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI BANTUL,

Menimbang:    a.
bahwa barang milik daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapus dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :
1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istirnewa JogJakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;
Memperhatikan
: Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1970 tentang Penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki /dikuasai Negara;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA
:
Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a. Meneliti administrasi barang milik daerah dan pengurusannya;
b. Meneliti keadaan fisik barang milik daerah dan biaya pemeliharaannya;
c. Melaksanakan proses penghapusan barang daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Membuat berita acara setiap proses penghapusan barang ;
e. Melaksanakan penaksiran harga, pelelangan/penjualan barang milik daerah yang dihapus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Menyampaikan laporan hasil penghapusan barang milik daerah kepada Bupati Bantul; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penghapusan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT 
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010. 
KELIMA
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bantul

pada tangal 11 Januari 2010
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Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;

3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; 
6. Yang bersangkutan;
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 
19 TAHUN 2010 

TANGGAL
 11 JANUARI 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010

SUSUNAN DAN PERSONALIA

	NO
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1.

2.

3.

5.

	Ketua

Sekretaris

Anggota

Pembantu Pelaksana

	Kepala DPKAD Kab. Bantul
Kepala Bidang Aset pada DPKAD Kab. Bantul
1. Kepala Seksi Inventarisasi dan penghapusan pada DPKAD Kab. Bantul
2. Kepala Seksi Penilaian dan Optimalisasi pada DPKAD Kab. Bantul

3. Unsur bagian Hukum setda. Kab. Bantul

4. Unsur bagian Administrasi pembangunan Setda. Kab. Bantul

5. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul

6. Unsur Dinas pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul

7. Unsur dinas Perhubungan Kab. Bantul
8. Unsur Dinas Pekerjaan Umum kab. Bantul

9. Unsur Bagian Umum Setda Kab. Bantul
Staf DPKAD Kab. Bantul
	Wadiyono
Rujiyanto
Jumiran
Sumardiyono, S.Pd
Ngadito

Jumhanuddin
Jumari

1. Sri Suhartini
2. Sukesi heruwanti
3. wiwuk Suhartati
4. Tumijan, SIP
5. Humam Gunadi
6. Siti Nuryani, SE
7. Widayati
8. P. Wijiana

9. Ismoyo

10. Sri Lestari

11. Tavip Purnomo

12. M. Anas Jauhari,SE
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